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ABSTRAK

Analisis Pengawasan Dan Pengendalian Barang Milik Negara Di Lingkungan
Dewan Ketahanan Nasional

Sofyanti Astri
sofyanti.2143021085@stialan.ac.id

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengawasan dan pengendalian
Barang Milik Negara (BMN) di lingkungan Dewan Ketahanan Nasional serta
menyusun strategi peningkatan pengawasan dan pengendalian di lingkungan
Dewan Ketahanan Nasional. Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian
studi kasus dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa
pengawasan dan pengendalian Barang milik negara melalui pemantauan dan
penertiban pada proses pengelolaan barang milik negara penggunaan,
pemanfaatan, pemindahtanganan, penatausahaan, pengamanan dan pemeliharaan.
pelaksanaan pemantauan dan penertiban yang dilakukan dalam pengawasan dan
pengendalian barang milik negara masih belum optimal dan masih ditemukan
berbagai macam kelemahan seperti pegawai tidak memiliki kompetensi di bidang
pengelolaan barang milik negara, belum memiliki kebijakan turunan berbentuk
peraturan internal, infastruktur yang belum memadai. Pada penentuan strategi
untuk peningkatan pengawasan dan pengendalian Barang Milik Negara adalah
pembuatan peraturan turunan dari PMK pengelolan Aset dan pembuatan SOP
terhadap seluruh tahapan pelaksanaan pengelolaan aset, memberikan pelaksanaan
monitoring dan evaluasi secara berkala, pemeliharaan aset dan pengecakan
kondisi aset, pemberian prosedur kerja untuk aset tidak berwujud, melakukan
evaluasi atas hasil audit yang telah dilakukan oleh APIP dan juga melakukan
update data aset sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan perlu dilakukan tindak
lanjut dari pimpinan atas pelaksanaan pengelolaan Barang Milik Negara di
lingkungan Dewan ketahanan Nasional dapat lebih baik lagi

Kata Kunci: Pengawasan, Pengendalian, Analisis, Strategi, Dewan Ketahanan Nasional
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ABSTRACT

Analysis of Supervision and Control of State Property in the Council
Environment National Resilience

Sofyanti Astri
sofyanti.2143021085@stialan.ac.id

This study aims to analyze the supervision and control of State Property (BMN) in
Dewan Ketahanan Nasional environment and to develop strategies to improve
supervision and control in Dewan Ketahanan Nasional. The research method
used in the case study research with a qualitative approach. The results of the
study indicate that supervision and control of State Property through monitoring
and regulation in the process of managing state property use, utilization, transfer,
administration, security and maintenance. The implementation of monitoring and
regulation carried out in the supervision and control of state property is still not
optimal and various weaknesses are still found such as resources do not have
competence in the field of managing state property, do not have derivative
policies in the form of internal regulations, inadequate infrastructure. In
determining the strategy for improving supervision and control of State Property,
the creation of derivative regulations from the PMK on Asset Management and
the creation of SOPs for all stages of asset management implementation,
providing periodic monitoring and evaluation, asset maintenance and checking of
asset conditions, providing work procedures for intangible assets, conducting
evaluations of audit results that have been carried out by APIP and also updating
asset data in accordance with applicable provisions, and it is necessary to carry
out follow-up from the leadership on the implementation of State Property
management in the National Resilience Council environment to be even better.
Keywords: Supervision, Control, Analysis, Strategy, National Resilience Council
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BAB |

PERMASALAHAN PENELITIAN

A. Latar Belakang

Seiring dengan perkembangan waktu, pengelolaan Barang Milik Negara (BMN)
semakin baik. Di masa lalu, Indonesia tidak pernah melakukan pencatatan dan
pengelolaan aset dengan baik. Pemerintah melakukan langkah proses perbaikan
pengelolaan kekayaan negara dengan membuat Undang-Undang No 17 pada Tahun
2003 tentang Keuangan Negara, yang mengatur semua hak dan kewajiban negara
yang dapat dinilai dengan uang dan segala bentuk baik berupa uang maupun berupa
barang yang dapat dijadikan milik Negara. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004
tentang Perbendaharaan yang merupakan pengelolaan dan pertanggungjawaban
keuangan negara termasuk investasi dan kekayaan yang dipisahkan yang telah
ditetapkan dalam APBN/APBD.

Unsur Penting bagi penyelenggaraan pemerintah adalah dengan melakukan
administrasi publik menurut Rosenbloom & Deborah (1989) administrasi publik
adalah bentuk pemanfaatan yang berdasar dari teori, proses manajemen, politik dan
hukum untuk mengoptimalisasikan kegiatan pemerintah dan peningkatan pelayanan
masyarakat, Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) merupakan suatu proses
dalam mengelola kekayaaan yang di peroleh dari beban Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (APBN) untuk penunjang proses manajemen pemerintah.
Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah sesuai dengan Peraturan pemerintah
Nomor 28 Tahun 2020 meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran,
pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penialaian,
penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan dan

pengendalian.

Barang Milik Negara (BMN) merupakan aset tetap dan aset tidak berwujud.
Aset adalah barang/benda yang memiliki nilai ekonomis, nilai komersial yang

digunakan oleh badan usaha, lembaga atau perorangan, Menurut A. Gima Sugiama



(2013) aset dibagi 2 berdasarkan bentuknya vyaitu aset berwujud merupakan
kekayaan yang dilihat secara fisik dan panca indera, dan aset tidak berwujud
merupakaan kekayaan yang tidak berwujud secara fisik dan tidak dapat disentuh,
dilihat atau diukur secara fisik tetapi dapat di identifikasi sebagai kekayaan secara
terpisah dan kekayaan dapat memberikan manfaat serta memiliki nilai tertentu

secara ekonomi.

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah berdasarkan Peraturan pemerintah
Nomor 28 Tahun 2020 semua barang yang dibeli atau diperoleh berupa tanah
gedung jalan irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya yaitu konstruksi dalam
pengerjaan, aset tak berwujud, aset kemitraan dengan pihak ketiga serta aset
lainnya melalui APBN berasal dari perolehannya perlu dilakukan pengelolaan.

Penyelenggaran pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) perlu menerapakan
manajemen aset pada seluruh siklus hidup aset, manajemen aset publik menurut
Summerell (2005) adalah komponen yang mendukung pelaksanaan tugas dan
fungsi organisasi secara efektif dan efisien. Manajemen aset merupakan suatu
proses pengambilan keputusan dan implementasi yang berkaitan dengan perolehan,

penggunaan, penghapusan aset.

Menurut Yusuf (2011) siklus pengelolaan aset yang pertama adalah melakukan
perencanaan kebutuhan dan penganggaran hal ini dibutuhkan untuk merumuskan
BMN yang dibutuhkan di masa yang akan datang dengan dasar keadaan yang
sedang berjalan. Selanjutnya pengadaan, proses ini dilakukan utnuk kebutuhan
yang diperlukan pada barang/jasa pemerintahan, selanjutnya melakukan
penerimaan, penyimpanan dan penyaluran proses ini dilakukan oleh Pejabat
Pengelola Barang dan Jasa (PPBJ), para pimpinan pelaksana teknis, dan bendahara,
selanjutnya penggunaan, merupakan kegiatan yang dilakukan pengguna atau kuasa
pengguna dalam menjalankan manfaat dari Barang Milik Negara (BMN) dengan
mengelola dan menatausahakan Barang Milik Negara (BMN) sesuai tugas dan

fungsinya, selanjutnya penatausahaan Barang



Barang Milik Negara (BMN) vyaitu dengan melakukan pembukuan,
menginvetarisir, dan membuat laporan Barang Milik Negara (BMN) sesuai dengan
ketentuan yang berlaku, selanjutnya pemanfaatan kegiatan penggunaan manfaat
dari Barang Milik Negara (BMN) yang telah digunakaan, selanjutnya pengamanan
dan pemeliharan kegiatan ini merupakan tindak pengendalian dalam pengurusan
Barang Milik Negara (BMN) dan pemelihaaraan agar Barang Milik Negara (BMN)
yang digunakaan dalam keadaan baik dan siap digunakan, selanjutnya penilaian,
kegiatan ini dilakukan untuk memberikan penelian yang selektif yang didasari oleh
relevannya sebuah data/fakta untuk memperoleh nilai Barang Milik Negara (BMN)
dengan metode tertentu, selanjutnya adalah penghapusan hal ini dilakukan untuk
melakukan penghapusan Barang Milik Negara (BMN) dari daftar barang kepada
kuasa pengguna dari tanggung jawab administrasi dan fisik atau dasar barang yang
berada dalam pengawasan, selanjutnya pemindahtanganan, hal ini dilakukan untuk
melakukan pengalihan kepemilikan Barang Milik Negara (BMN) untuk langkah
selanjutnya yaitu penghapusan dengan cara dijual, ditukar, dihibahkan atau
diberikan sebagai modal, selanjutnya pembinaan, pengawasan dan pengendalian,
siklus ini dilakukan agar tidak terjadi manipulasi penggunaan aset, selanjutnya
pembiaayaan dilakukan dalam rangka pembelian atau pemeliharaan Barang Milik
Negara (BMN), yang terakhir adalan tuntutan ganti rugi siklus ini dilakukan pada
setiap aset yang hilang baik dilakukan bendahara, pejabat, atau pegawai
berdasarkan kelalaian perlu dilakukan tuntutan ganti rugi Barang Milik Negara
(BMN). dalam

Berdasarkan State Of Victorian (2016) dalam Yuniati (2019) instansi
pemerintah dalam melaksanakan pengelolaan aset yang baik harus dipedomani oleh
beberapa prinsip manajemen yang pertama, kebutuhan layanan, prinsip ini harus
dilakukan dengan transprasi sebagai startegi manajemen aset untuk pelaksanaan
manajamen aset dan engambilan keputusan yang akan meningkatkan perolehan aset
yang sesuai dengan petensi layananannya. Kedua, integrasi manajemen aset dengan
melakukan perencanaan kebutuhan aset dan perencanaan anggaran. Ketiga,

Pengambilan keputusan yang sesuai dengan pendekatan siklus hidup aset,



keputusan pada manajemen aset perlu terinformasikan dan di evaluasi berdasarkan
alternatif penyedia layanan, biaya selama siklus hidup aset, dan pengukuran kinerja.
Keempat, dalam mengelola aset secara efektif perlu adanya akuntabilitas dan
tanggung jawab untuk mengontrol aset yang digunakan, untuk dapat bisa dinilai
melihat kondisi aset, penggunaan dan kinerja. Kelima, melakukan keberlanjutan
aset, melakukan hal tersebut agar dapat menjamin keadilan antar generasi,
keberlanjutan jangka panjang pada instansi harus menjadikan pedoman dalam
pengambilan keputusan dari manajemen aset, Pengelolaan aset perlu dikelola untuk
memberikan manfaat layanan yang dapat mendukung ketersediaan bagi generasi

mendatang.

Kementerian keuangan membuat Peraturan Menteri Keuangan Nomor
207/PMK.06/2021 tentang pengawasan dan pengendalian Barang Milik Negara
(BMN), pelaksanaan dan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), dan/atau pada
pejabat/pegawai yang melakukan pengelolaan dan pengurusan Barang Milik
Negara (BMN) yang dilakukan oleh pengguna barang dan kuasa pengguna barang
dengan melakukan pemantauan dan penertiban. Pengawasan dan pengendalian
dilakukan dengan melakukan pemantauan dan penertiban atas pelaksanaan
penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan penatausahaan dan pengamanan
Barang Milik Negara (BMN), memberikan penjelasan atas permintaan pengelola

barang terhadap hasil pemantauan dan investigasi.

Laporan Barang Milik Negara (BMN) mencerminkan bagaimana pengelolaan
Barang Milik Negara (BMN) yang dilakukan oleh instansi pemerintah, idealnya
jika pada pengawasan dan pengendalian BMN dilakukan dengan optimal maka
pengelolaan Barang Milik Negara akan menjadi baik dan maksimal. (Badan
Pengawasan dan Pembangunan, 2015).

Dewan Ketahanan Nasional adalah lembaga non-kementerian yang
bertanggungjawab kepada Presiden sebagai Ketua Dewan Ketahanan Nasional.
Penyelanggaran kegiatan Dewan Ketahanan Nasional dilakukan oleh Sekretariat

Jenderal Dewan Ketahanan Nasional yang dipimpin oleh Sekretaris Jenderal



Dewan Ketahanan Nasional yang memiliki tugas merekomendasikan rancangan
kebijakan dan strategi nasional dalam rangka pembinaan ketahanan nasional untuk
menjamin pencapaian tujuan dan kepentingan nasional. Sekretariat Jenderal Dewan
Ketahanan Nasional selaku Pengguna anggaran yang berkewajiban dalam
melakukan pengelolaan keuangan negara sesuai amanah Undang-Undang Nomor

17 Tahun 2003.

Berdasarkan hasil audit keuangan atas asset lain-lain yang dilakukan oleh
pengawas internal terdapat beberapa temuan yang berkaitan dengan aset. Pertama
adalah adanya proses penghapusan atas aset tetap dan ATB Lisensi yang sudah
tidak digunakan dalam operasional pemerintah yang masih belum terselesaikan
yang nilai pengajuannya sudah tidak tercatat/ telah dihapus pada neraca.

Tabel 1.1
Nilai Aset Tak Berwujud yang tidak diketahui keberadaanya

Kondisi Kondisi Jum
Nama Berdasarkan Menurug Tahun i Total Nilai Perolehan Masa_ Keberadaan
Barang Sakti Pengguna | Perolehan | Soft Pakai
Barang ware
Tidak
Software Dapat di Server
Komputer Baik Akses 2014 1 Rp 40.000.000,00 4 Tahun | Internal
Tidak
Software Dapat di Server
Komputer Baik Akses 2015 6 Rp 11.801.459.248,00 | 4 Tahun | Internal
Tidak
Software Dapat di Server
Komputer Baik Akses 2016 13 Rp 28.869.457.725,00 | 4 Tahun | Internal
Tidak
Software Dapat di Server
Komputer Baik Akses 2017 17 Rp 29.387.339.159,00 | 4 Tahun | Internal
Jumlah Rp 70.098.256.132,00
Sumber: Diolah oleh Peneliti
Berdasarkan data diatas total terdapat 37 software senilai Rp.

70.098.256.132,-

keberadaanya, sesuai dengan informasi pengguna barang di unit bagian Sistem

yang berupa aset tidak berwujud yang tidak diketahui




Informasi Biro PSP, software tersebut tidak dapat di akses tetapi masih tercatat
aktif di aplikasi SAKTI.

Kedua masih banyaknya aset tetap yang sudah melebihi batas usia pakai
namun tidak ada pengajuan proses lelang, ketiga adanya barang hasil
investigasi/identifikasi BMN dengan kondisi rusak berat, keempat belum adanya

pengadministrasian BMN khusus aset tak berwujud.

Sesuai dengan PMK No 72 Tahun 2023 tentang penyusutan Harta Berwujud
dan/atau Amortisasi Harta Tak Berwujud untuk perhitungan penyusutan masa
manfaat dan tarif penyusutan harta berwujud penetapannya sebagai berikut:

Tabel 1.2
Masa Manfaat dan Tarif Penyusutan Harta Berwujud

Tarif Penyusutan
sebagaimana dimaksud
Kelompok Harta Berwujud | Masa Manfaat pada

ayat (1) Ayat (2)
I. | Bukan Bangunan
Kelompok 1 4 Tahun 25% 50%
Kelompok 2 8 Tahun 13% 25%
Kelompok 3 16 Tahun 6,25% 12,5%
Kelompok 4 20 Tahun 5% 10%
1. | Bangunan
Permanen 20 Tahun 5%
Tidak Permanen 10 Tahun 10%

Sumber: PMK No 72 Tahun 2023

Aset Tetap yang berada di lingkungan Dewan Ketahanan Nasional yang
dihentikan penggunannya memiliki kategori 1 sesuai dengan PMK No 72 Tahun
2023 memiliki kelompok 1 dengan jenis usaha semua jenis harta yang berupa
mebel dan peralatan dari kayu atau rotan yang bukan dari bagian bangunan mesin
kantor termasuk peranti elektronik lainnya, kendaraan, dan alat komunikasi yang

telah melebih batas umur ekonomis sesuai dengan penyusutannya sebagai berikut:



Tabel 1.3
Aset Rusak Berat

No | Kelompok | Jumiah | p Si0 | afteee | s Miantaat | _Keterangan
1 1 1 1996 | 4 Tahun | 23 Tahun Rusak Berat
2 1 1 1997 | 4 Tahun | 22 Tahun Rusak Berat
3 1 4 1998 | 4 Tahun | 20 Tahun Rusak Berat
4 1 2 1999 | 4 Tahun | 20 Tahun Rusak Berat
5 1 3 2000 | 4 Tahun | 19 Tahun Rusak Berat
6 1 1 2003 | 4 Tahun | 16 Tahun Rusak Berat
7 1 1 2005 | 4 Tahun | 14 Tahun Rusak Berat
8 1 6 2006 | 4 Tahun | 13 Tahun Rusak Berat
9 1 5 2007 | 4 Tahun | 12 Tahun Rusak Berat

10 1 3 2008 | 4 Tahun | 11 Tahun Rusak Berat

11 1 5 2009 | 4 Tahun | 10 Tahun Rusak Berat

12 1 3 2010 | 4 Tahun | 9 Tahun Rusak Berat

13 1 1 2011 | 4 Tahun | 8 Tahun Rusak Berat

14 1 4 2012 | 4 Tahun | 7 Tahun Rusak Berat

15 1 1 2014 | 4 Tahun | 5 Tahun Rusak Berat

16 1 9 2015 | 4 Tahun | 4 Tahun Rusak Berat

17 1 28 2016 | 4 Tahun | 3 Tahun Rusak Berat

18 1 5 2017 | 4 Tahun | 2 Tahun Rusak Berat

19 1 3 2018 | 4 Tahun | 1 Tahun Rusak Berat

Sumber: Data Diolah Peneliti

Data diatas mencerminkan kondisi aset berdasarkan masa manfaatnya sudah
melebihi batas waktu yang seharusnya hanya 4 tahun tetapi kenyataan dilapangan
masih digunakan perlu dilakukan Pengawasan dan pengendalian dalam pengelolaan
Barang Milik Negara (BMN).

Berdasarkan latar belakang diatas yang telah diuraikan, maka penulis
tertarik untuk membahas dan menganalisanya dengan melakukan penelitian yang
berjudul “Analisis Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara di

Lingkungan Dewan Ketahanan Nasional.”

. Identifikasi Masalah
Dari uraian latar belakang masalah yang telah diungkapkan, maka peneliti

mengidentifikasi masalah-masalah pengawasan dan pengendalian Barang Milik



Negara (BMN) yang terjadi di lingkungan Dewan Ketahanan Nasional sehingga

penting untuk dilakukan penelitian antara lain:
1. Terdapat Aset Tidak Berwujud (ATB) yang tidak diketahui keberadaanya;

2. Terdapat Aset yang umur ekonomisnya melebihi batas usia pakai akan
tetapi hanya disimpan digudang dan tidak dilakukan pelelangan,

pemusnahan, dan pemindahtanganan;

3. Terdapat Aset Tidak Berwujud (ATB) yang tidak diketahui keberadaannya

dan belum diadministrasikan sama sekali;

4. Terdapat kurang cermatnya penataan aset tetap yang sudah melebihi batas

usia pakai, dan kondisi rusak;

5. Terdapat Pengadministrasian Barang Milik Negara (BMN) khusus Aset
Tak Berwujud (ATB) yang belum memadai.

C. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah diatas, dapat dirumuskan suatu

permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara di

Lingkungan Dewan Ketahanan Nasional?

2. Bagaimana Strategi peningkatan Pengawasan dan Pengendalian Barang

Milik Negara di Lingkungan Dewan Ketahanan Nasional?

D. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian yaitu:

1. Untuk menganalisis pengawasan dan pengendalian Barang Milik Negara

di Lingkurngan Dewan Ketahanan Nasional.

2. Untuk menyusun strategi peningkatan pengawasan dan pengendalian

Barang Milik Negara di Lingkungan Dewan Ketahanan Nasional.



E. Manfaat Penelitian

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak,

diantaranya sebagai berikut:
1. Bagi Instansi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan saran dan rekomendasi
untuk strategi peningkatan pengendalian dan pengawasan Barang Milik
Negara (BMN) di Lingkungan Dewan Ketahanan Nasional.

2. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi peneliti
selanjutnya yang berkaitan dengan strategi peningkatan pengendalian dan
pengawasan Barang Milik Negara (BMN) di Lingkungan Dewan
Ketahanan Nasional.



BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

Bagian ini berisikan kesimpulan yang berkaitan dengan pertanyaan yang
diajukan dalam rumusan masalah penelitian dan rekomendasi dalam pelaksanaan

pengawasan dan pengendalian di lingkungan Dewan Ketahanan Nasional

A. Kesimpulan
Hasil penelitian dari wawancara dan telaah dokumentasi pada Analisis dan

strategi pada pengawasan dan pengendalian Barang Milik Negara (BMN) di

lingkungan Dewan Ketahanan Nasional, maka kesimpulan pada setiap

pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Masih belum optimalnya pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di
lingkungan Dewan Ketahanan Nasional. Pengawasan dan pengendalian
Barang Milik Negara sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor
207/PMK.06/2021 tentang pengawasan dan pengendalian Barang Milik
negara dilakukan pemantauan dan penertiban atas Barang Milik Negara
yang dimiliki oleh Kementerian/Lembaga, Adapun pemantauan dan
penertiban yang dilakukan pada pelaksanaan pengelolaan Barang Milik
Negara sebagai berikut:

a. Penggunaan Barang Milik Negara, pada tahapanan ini dapat
disimpulkan bahwa pengawasan dan pengendalian sudah dilakukan
dengan memastikan pengguna barang adalah yang berhak dalam
penggunaan Barang Milik Negara dan sesuai kebutuhan guna
menunjang kegiatan pelayanan dan pelaksanaan tugas pemerintahan,
tetapi masih terdapat penggunaan Barang Milik Negara yang belum

dilakukan penetapan status pengunaan. Penertiban yang dilakukan
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dengan mendorong percepatan pelaksanaan penetapan penggunaan
status

. Pemanfaatan Barang Milik negara, dilakukan dengan melakukan
sewa gedung perkantoran. Pada tahapan ini dapat disimpulkan
bahwa pengawasan dan pengendalian sudah dilakukan dengan
memastikan dokumen perjanjian sesuai dengan aturan, terdapat
kendala dalam pelaksanaan pemanfaatan yang dilakukan adalah
keterbatan ruang gerak dalam merubah bentuk gedung atau
penambahan ruangan dikarenakan kebutuhan dan peran Dewan
Ketahanan Nasional terhadap Masyarakat, penertiban yang
dilakukan adalah dengan menjaga dan melakukan komunikasi secara
berkala dalam menyampaikan kebutuhan dari Dewan Ketahanan
Nasional peran pimpinan dibutuhkan dalam hal ini.

. Pemindahtanganan Barang Milik Negara, tahapan ini dilakukan
sebagai tahapan proses penghapusan Barang Milik Negara kepada
aset rusak berat, pemantauan pengawasan dan pengendalian yang
dilakukan dengan memastikan bahwa status aset yang akan
dilakukan pemindahtanganan merupakan betul aset rusak berat dan
telah dilakukan proses pemindahtanganan (lelang) yang dilakukan
oleh Wantannas.

. Penatausahaan, kegiatan ini merupakan proses pembukuan,
inventarisasi, dan pelaporan Barang Milik Negara/Daerah, dalam
pemantauan pengawasan dan pengendalian pada penatausahaan
sudah dilakukan sesuai aturan pada pembukuan, tetapi pada
inventarisasi dan pelaporan yang masih belum optimal dikarenakan
masih terkendala tindak lanjut proses penghapusan atas Aset tetap
dan Aset Tidak berwujud Lisensi dikarenakan masih adanya
kelengkapan dokumen yang belum terpenuhi, pada pelaporan
penyajian dan pelaporan CALK Neraca belum handal, belum

berisikan informasi penjelasan penjelasan atas aset-aset tersebut,
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tidak penertiban yang dilakukan perlunya peran pimpinan dalam
mengawal proses penghapusan dan mengawal proses kelengkapan
administrasi, dan juga memberikan diklat kepada para pegawai yang
melaksanakan agar pembuatan laporan bisa lebih handal.

e. Pengamanan Barang Milik Negara, kegiatan ini merupakan kegiatan
pengamanan admisnitrasi, fisik dan hukum, pemantauan pengawasan
dan pengendalian terhadap pengamanan sudah dilakukan dengan
adanya petugas yang melakukan pengamanan pada aset yang berada
pada kawasan perkantoran, pengamanan pada administrasi dengan
melakukan pembuatan BA peminjaman dan BA serah Terima, dan
juga memberikan paying hukum kepada objek aset yang
membutuhkan, tetapi pada pelaksanaan pengamanannya belum
optimal dikarenakan terdapatnya kehilangan pada kendaraan dinas
kantor diarea perkantoran, penertiban yang diakukan adalah dengan
memperbaiki fasilitas penunjang pengamanan berupa CCTV dan
melakukan Tuntutan Ganti Rugi kepada pengguna barang yang telah
lalai dalam penggunaan barang Negara.

f. Pemeliharaan Barang Milik Negara, pemantauan pengawasan dan
pengendalian pada proses ini adah dengan melihat bahwa aset yang
dimiliki Dewan Ketahanan dilakukan secara rutin dan berkala.

2. Strategi Peningkatan Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Barang
Milik Negara di lingkungan Dewan Ketahanan Nasional.

a. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan. Strategi peningkatan
pada pengawasan dan pengendalian Barang Milik Negara sebagai
berikut: Penerapan standar yaitu dengan pembuatan peraturan
turunan dari PMK pengelolan Aset dan pembuatan SOP terhadap
seluruh tahapan pelaksanaan pengelolaan aset.

b.Penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan
memberikan pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkala,

pemeliharaan aset dan pengecakan kondisi aset.
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c. Pengukuran pelaksaan kegiatan dilakukan dengan menghitung masa
manfaat dari seluruh aset dan pemberian prosedur kerja untuk aset
tidak berwujud.

d.Membandingkan pelaksanaan dengan standar dan analisi
penyimpangan pada proses ini pengawasan yang diperlukan adalah
dengan segera melakukan evaluasi atas hasil audit yang telah
dilakukan oleh APIP dan juga melakukan update data aset sesuai
dengan ketentuan yang berlaku.

e.Pengambilan Tindakan koreksi bila diperlukan pada tahapan
pengawasan ini perlu dilakukan tindak lanjut dari pimpinan dari hasil
audit agar pelaksanaan pengelolaan Barang Milik Negara di

lingkungan Dewan ketahanan Nasional dapat lebih baik lagi.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian hasil penelitian yang dikemukakan peneliti belum

sempurna dan diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengelola Barang

Milik Negara di Lingkungan Dewan Ketahanan Nasional, adapuns aran yang

dapat diberikan berdasarkanhasil analisis penelitian sebagai berikut:

1. Penyusunan Peraturan Turunan dari Perarturabn Pemerintah dan Peraturan
Menteri Keuangan yang sudah dijadikan pedoman agar dapat lebih optimal
dan sesuai dengan kondisi dalam melakukan pengawasan dan pengendalian
Barang Milik Negara.

2. Peningkatan kompetensi pegawai dengan melakukan diklat diharapkan
pegawai yang melakukan pengawasan dan pengendalian Barang Milik
Negara lebih mengetahui secata aturan dan teknis pelaksanaan.

3. Melakukan Benchmarking terhadap instansi yang sudah melakukan
pelaksanaan pengawasan dan pengendalian dengan nilai baik, agar dapat
melihat, mencontoh, dan mempraktikan pengawasan dan pengendalian
Barang Milik Negara.

4. Peran pimpinan dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian Barang

Milik Negara agar menjadi lebih baik.
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